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NOMOR: 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKEKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU

UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Menimbang

Mengingat :

a.

DI PROVINSI MALUKU UTARA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

bahwa untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat,
mudah, transparan, pasti danr terjangkau serta
mendekatkan dan memberikan pelayvanan yang lebih luas
kepada masyarakat, perlu didukung oleh Prangkat Daerah
yvang melaksanakan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu
Satu Pintu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan
Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur Maluku Utara tentang Penunjukkan Dinas
Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
Untuk Melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan di Provinsi Maluku Utara; '

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Nomor 75 Tahun
1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 41 Taiun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negera Nomor 3888);

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Bzrat (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3895);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
39 Tambahan Lembaran Negara Noimor 4279);

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301};
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
45 Tahun 2009 (Lembaran Negarz Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Nomor4433);

Undang-Undang Nomor 23 Tshun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor68,
Tambahan Lembaran Negara Nomord 725},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5038);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor4843)
sebagaimanana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016Nomor
251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lermbaran Negara Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4846);

Undang-Undang Nomor 4 Tanun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 4, Tambalhan Lembaran Negara
Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5015);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025j;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Nomor5038);

Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Nomor 32 tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Nomaor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit {Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072});
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Undang-Undang Nomor 3 Taihun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Nomo: 5492);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Nomoi 5494);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Nomor5512);

Peraturan Presiden Nomor 97 ‘ahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaga
Negara Tahun2014Nomor221);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar
Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang
Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Tahun 2016Tahun 1997);

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang
Pengusahaan Sumber Daya Air Tahun 2015 Nomor 344,
Tambahan Lembaran Nomor 5801);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011
Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku iJtara Nomor 7 Tahun
2012 tentang Penanaman Modal Daerah di Provinsi
Maluku Utara,;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah tahun
2016 Nomor 5, Tambahan Lembararn Daerah Nomor 5);

Peraturan Kepala Badan Koordinzsi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU UNTUK MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI PROVINSI MALUKU
UTARA.



BAB X
KETENTUAN UMURM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan .

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangks
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara,;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Proving

5. Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu sai.
disingkat DPMPTSP adalah Satuan Kerja Perangk:
dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Mocs
Terpadu satu Pintu Provinsi Maluku Utara;

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingii
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku Ut
kewenangan menerbitkan perizinan sesuail
perundang-undangan;

8. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu van:
PT3P adalah penyelenggara pelayanan per.u
pelimpahan wewenang dari Gubernur dimulal
tahap permohonan sampai dengan terbitnya doki.
dalam satu tempat;

9. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas
pertanggungjawaban Perizinan dan Nor
penandatanganannya atas nama penerima wewenai,

10. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugs
pertanggungjawaban Perizinan dan Non
penandatanganannya atas nama pemberi wewenang,

11.1Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemear
Utara berdasarkan Peraturan Daerah atau produk
merupakan bukti legalitas, menyatakan sah
seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegi

12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk
Modal vang dikeluarkan oleh pemerintah dan
memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuar;
undangan,;

13. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan
dan informasi mengenai penanaman meodal, ses
peraturan perundang-undangan;

14. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan
oleh penanam modal dalam negeri maupun penari
melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Repu|

15. Penanam modal adalah perseorangan atau badan
penanaman modal yang dapat berupa penanam o
penanam modal asing;

16. Badan Usaha adalah perseorangan, koperas
vayasan vang mengajukan pelayanan dalam bent
izin;

17. Perseorangan adalah bentuk usaha yang didirikan <!
yang melakukan kegiatan usaha secara terus-ri:

tertentu mempunyai tempat kedudukan  tetap, «. .=

mencari keuntungan;
18. Koperasi adalah badan wusaha yang berangg.

ataubadan hukum Koperasi dengan melandaskan k=

prinsip Koperasi sekaligus sebagal gerakan eb
berdasarkan atas asas kekeluargaan;

caerah sebagal unsur

faluku Utara.
Pintu yang kemudian
Daerah yang berada

danPelayanan

¢ SKPD adalahSatuan
yang mempunyai
Jentuan  peraturan

selanjutnya disingkat
san yang mendapat
s pengelolaan dari
men yang dilakukan

nak,kewajiban, dan
‘erizinan, termasuk

hak, kewajiban dan
crizinan, termasuk

rnitah Provins: Maluku

iukum lainnya yang
w1 memperbolehkan
ian usaha tertentu.

slakukan Penanaman

merintahdaerah yang

peraturanperundang-

ayanan, fasilitasfiskal

dengan ketentuan

asenanarm modal, baik
r» modal asing untuk
ik Indonesia.

saha yangmelakukan

Jal dalam negeri dan

perseroan terbatas,
¢ izin dan/ atau non

I: orang perseorangan
nerus dengan nama
mempunyai tujuan

skan orang-seorang
atannya berdasarkan
romi  rakyat yang
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Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebv,: Perseroan, adalah
badanhukum yang merupakan persekutuan moda’, Jidirikan berdasarkan

perijanjian, melakukan keglatan usaha dengarn modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenit | persyaratan yang
ditetapkan dalam Undang -Undang;

Yayasan adalah badan hukum yang terdini las kekayaan vang
dipisahkan dan di peruntukan untuk mencapai tu ,uun tertentu di Bidang
Sosial, Keagamaan, pendidikan dan Kemanugz zan, yang tidak

mempunyai anggota;
Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingks | PTSP adalahkegiatan

penyelenggaraan suatu perizinan dan non per snan vangmendapat
pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lemiugaatau instansi yang
memiliki kewenangan perizinan dan non urizinanyang — proses

pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampaildengan tahap
terbitnya dokumen vang dilakukan dalam satu temp

Sistem Pelayanan  Informasi dan Perizira Investasi  secara
Elektronikselanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistoi = Pelayanan Perizinan
dannon perizinan yang terintegrasi antara Badan | cordinasi Penanaman
Modal Republik Indonesia dan Dinas Penanamarn ifodal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara,;

Administrator adalah Pejabat yang menandatangan; « ckumen Perizinan.
Verifikator adalah Pejabat yang memproses keabsariu ) dokumen perizinan.
Pelaksana Kegiatan adalah pejabat vang melsksanakan pelayanan
administrasi perizinan,

Tim Teknis adalah pelaksana teknis dari PD rkait yang bertugas
memberikan pertimbangan teknis atas rekomendsay teknis perizinan dan
Nomn perizrnan;

Pertimbangan Teknis adalah keterangan teknis yary; iiberikan dari Kepala
PD Teknis berdasarkan kelayakan pemohon, admirni'rasi, dan teknis,yang
berisi saran yang menganjurkan untuk mernorbitkan atau tidak
menerbitkan penzman;

BAB II
MAKSUD DANTUJUAN
Pasal 2

Maksud penyelenggaraan PTSP adalah terwujudn+: pelayanan perizinan
dannon perizinan kepada masyarakat vyar; cepat, mudah,
efisien,transparan,pastidan terjangkau;

Pasal 3

Tuwuan penyelenggaraan PTSP adalah guna s mingkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatk: pelayanan di bidang
perizinan dan non perizinan;



=

BAB LI
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup penyelenggaraanPTSP meliputiselurunpelayanan perizinan
dan non perizinan serta pelayanan pengaduan yarngy menjadi kewenangan
Daerah;

BARB IV
PELIMPAHAN DAN PELAKSANAAN KEW o ANGAN
Pasal §

Penandatanganan dokumen perizinan dan non crizinan merupakan
kewenangan Gubemur yang dilimpahkan kepada [)irzs Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu SatuPintu;

Mendelegasikan kewenangan kepada Badan Posnaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalodalam

Memproses pelayanan adminstrasi, menari. wtangani  dokumen,
menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinar renangani pengaduan
masyarakat, melaks.anakan penilaian kinelja «paratur dan indeks

kepuasan masyarakat dilingkungan DPMPTSP;

Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan s:bagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi bidang dan jenisnya di=z ir tersendirl dengan
peraturan gubernur;

Pasal @

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dnyriaksud dalam Pasal 5,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu
berkewajiban untuk :

Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanar ublik;

menetapkan mekanisme perizinan dan non wrizinan mulai dari
permohonan sampai dengan penyerahan izin ko ada pemohon sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

Menaetapkan kelengkapan persyaratan administry;. perizinan dan non
perizinan,;
Menyampaikan laporan pelayanan perizinan dav. non perizlnan setiap
bulan kepada Gubemur melalui Sekretaris Daers i dan instansi terkait
lainnya;

Pasai 7

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayana. Terpadu Satu Pintu
Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan lswajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6harus memperhatikan, mempedomani semua
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berisku dan berkoordinasi
dengan instansi terkait;
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Pagal 8

Satuan Kerja Perangkat Daerah menempatkas:

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satur

Utara sesual dengan kompetensinya menurut bidz
masing sebagai tim teknis;

Dalam hal perizinan yang memerlukan rekomend,
terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis.

Perizinan diterbitkan DPMPTSP, setelah mendagps«

dari tim teknis/SKPD terkait;
DPMPTSP Provinsi Maluku Utara daiam
berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (&

Pasal @

1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pelayanan perizinan secara teknis dilakukan ole!

2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pelayanan administrasi perizinan dilakukan oleh

BAB V
PENGADUARN
Pasal 10

pegawal pada Dinas
intu Provinsi Maluku

¢ dan jenisnya masing-

o

i dari instansi terkait,

pertimbangan teknis

aksanakan tugasnva

P);
)

erhadap pelaksanaan

kepala SKPD Teknis.

erhadap pelaksanaan

2pala DPMPTSP;

Pemohon mempunyai hak untuk menyampaikan pengaduan secara lisan

maupun tulisan dan/atau secara elektronik apabiks
dan teknis perizinan tidak sesuai dengan ketentuz:
undangan dan/atau Standar Operasional Prosedur

Pengaduan terhadap pelayanan administrasi perizin

kepala DPMTSP Provinsi Maluku Utara,;
Pengaduan terhadap pelayanan teknis perizina,
kepala SKPD Teknis melalui Kepala DPMTSP;

BAB VI
RETENTUAN PERALIZAN
Pasal 11

Pelayanan administrasi perizinan yang semulu

ditandatangani oleh SKPD beralih ke Dinas T
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Pasal 12

Izin/Rekomendasi vang telah dieluarkan sebelurn

Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan ¥

izin /rekomendasi yang bersangkutan;

pelayanan administrasi

peraturan perundang-

=ng telah ditetapkan.

2 disampaikan kepada

disampaikan kepada

dilaksanakan dan

nanaman Modal dan

berlakunya Peraturan
his masa berlakunya



Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka Peraturan Gubernur
Maluku Utara Nomor 19 tahun 2010 tentang Penunjukkan Badan
Koordinasi Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Propinsi
Maluku Utara sebagai unit yang diberi wewenang melaksanakan pelayanan
perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal di Provinsi Maluku
Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Cubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di : Sofifi
Pada tanggal : 14 Tebrasri 2018

GUBERNUR MALUKU UTARA

&% SUBA
Diundangkan di : Sofifi

Pada tanggal © 44 Pobrumawi 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

gk
MUABDIN HI RADJAB

( BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018 NOMOR & )




